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TENTANG

FATA CARA PENERBITAN KETERANGAN RANCANA KOTA

Menimbang :

Menginzat

(KRK) DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat
(3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahtn 2005
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undanz Nomor
28 Tahun 2002 dan ketentuan Pasal 7 ayat (3)
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahan 2011
tentang Bangunan Gedung dan dalam rangka
penyempurnaan ketentuan pemanfaatan ruang untuk
penerbitan Izin Mendirikan Bangunan aga: sesuai
dengan Rencana Tata Ruang maka perlu ditetapkan
Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan
Keterangan Rencana Kota (KRK) Di Kota Batarr.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasa: Negara
Repubik Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahan 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undan3-Undang
Pembentukan Undang-Undang Nomor 535 Tahun
1999 tentang Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3968),

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 200» tentang
Bagunan Gedung (Lembaran Negara Tahun
2002 Nomor 134 Tambahan Lembara1 Negara
Nomor 4247),



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 68 Tambahan Lembaran! Negara Nomor

4725),
|

4

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang- vndang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahur. 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2005
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4532),

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Peraturan Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Irdonesia
Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5103),

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Penyeleggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Ir.donesia
Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5883),

8.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 rentang
Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan
Karimun,

9.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan
Teknis Bangunan Gedung,

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tekasis Izin
Mendirikan Bangunan,

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

05/PRT/M/2008 tentang Peyedia dan Pemanfaatan
Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Medirikan
Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 276),

Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor : Tahun
2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
Kepulauan Riau Tahun 2017-2027:



Memperhatikan :

Menetapkan

15. Peraturan Daerah Kota Batam Ncmor 2 Tahum 2011
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Leribaran
Daerah Kota Batam Nomor 71):

SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan
Lingkungan Pemukiman di Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANGTATA. CARA
PENERBITAN KETERANGAN RENCANA KOTA DI KOTA
BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

l.
2.

3.

Daerah adalah Kota Batam.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kota Batam.
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Cipta
karya dan Tata Ruang Kota Batam.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruarg dan
pola ruang.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang
selanjutnya disebut RTRWK adalah hasil
perencanaan tata ruang wilayah Kota Ba:zam
sesuai peraturan perundang-undangan.

5.

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan
yang selanjutnya disingkat RDTRKP adalah
penjabaran dari rencana ta:a ruang wilayah Kota
Batam kedalam rencana pemanfaatan kawasan
perkotaan.

6.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang
selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan
rancangbangun suatu kawasan untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat
rencana program bangunan dan lingkungan,
rencana umum dan panduan rancangan, rencana
investasi, ketentuan pengendalia rencana, dan

pedoman pengendalian pelaksanaan.

7.

Rencana Tapak adalah gambaran/peta rencana

peletakan bangunan/kavlirg dengan segala
unsur penunjangnya dalam skala batas-batas
luas lahan tertentu.

8.



1G.

11.

12.

13.

14.

15.

17.

18.

19.

Orientasi Bangunan adalah cara untuk
menentukan acuan bangunan dan sebagainya
yang tepat dan benar.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang
selanjutnya disebut BKPRD adalah Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Eatam.

Kavling adalah suatu perpetakan tanah, yang
menurut pertimbangan Pemerintah Daerah atau
Instansi yang berwenangdapat diperganakan
untuk tempat mendirikan bangunan.

Penggunaan lahan adalah fungsi dominan lahan
dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada
suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau
persil.
Peruntukan lahan adalah ketetapan guna dan
fungsi ruang pada lahan/lingkungan tertentu
yang ditetapkan dalam rencana kota.

Kawasan permukiman adalah bagiar dari
lingkungan hidup di luar kawasan lindung, ba!k
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan
yang berfungsi sebagai lingkungan tempa! tinggal
atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan
yang mendukung perikehiaupan dan
penghidupan.
Kawasan industri adalah kawasan tempat
pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi
dengan prasarana dan sarana penunjang yang
dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan
kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha
Kawasan Industri.
Kawasan pertahanan dan keamanan negara
adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional
yang digunakan untuk kepentingan per:ahanan
dan keamanan.

1 D

Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya
disebut KRK adalah informasitentang
persyaratan tata bangunan dan lingkungan
yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada
lokasi tertentu.
Tabel Interpretasi Daerah Penggunaan Lahan
dan Jenis Kegiatana dalah suatu pedoman
berupa matriks yang didalamnya berisi tentang
definisi/pengertian dan klasifikasi penggunaan
lahan dan jenis kegiatan.
Tinggi bangunan gedung adalah jarak yang
diukur dari lantai dasar bangunan, di tempat
bangunan gedung tersebut didirikan sampai
dengan titik puncak bangunan.
Perencanaan Ulang (replanring) adalah

pekerjaan membuat perencanaanular:y baik
terhadap seluruh lahan atau kawasan maupun
sebagian lahan atau kawasan karena perubahan
yang tidak bisa dihindarkan maupun al: san lain
yang diajukan pemohon.

P:0

n



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Pertimbangan teknis adalah pertimbangan
dari tim ahli bangunan gedung yang
disusun secara tertulis dan profesional
terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis
bangunan gedung baik dalam proses
pembangunan, pemanfaatan, pelestarian,
maupun pembongkaran bangunan gedung.
Garis Sempadan Bangunar yang selanjutnya
disebut GSB adalah garis yang tidak bcleh
dilampaui oleh denah bangunan ke arah Garis
Sempadan Pagar, yang ditetapxan dalam RTRW
dan turunannya.
Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya
disebut KWT adalah angka persentase luas
kawasan atau blok peruntukan yang terbangun
terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok
peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan
atau blok peruntukan yang direncanakan.

Koefisien Dasar Bangunan yang selenjutnya
disingkat KDB adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh lantai dasar
bangunan gedung dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang cikuasai
sesuai rencana tata ruang dan rencana tata
bangunan dan lingkungan.
Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya
disingkat KLB adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh lantai
bangunan gedung dan luas tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai
sesuaiRTBL.

Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya
disingkat KDH adalah argka perser:tase
perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka
diluar bangunan gedung yang diperuntukkan
bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah
perpetakan/Daerah perencanaan yang dikuasai
sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya
disingkat KTB adalah angka presentase
berdasarkan perbandir-gan artara luas tapak
basemen dan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata
ruang dan rencana tata bangunan dan
lingkungan.
Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya
disingkat GSP adalah garis rencana jalan yang
ditetapkan dalam rencana xota

Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan Bebas

selanjutnya disingkat KPBPB adalah Kawasan
tertentu dimana diberlakukan ketentuan khusus
di bidang kepabeanan, perpajakan, perizinan,
keimigrasian, dan ketenagaxerjaan



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37,

38.

Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat adalah
Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
sebagai perlindungan sistem peryangga
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah
banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air
laut dan memelihara kesuburan tanah

Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya
disingkat HPT adalah hutan yang dialokasikan
untuk produksi kayu dengan intensitas rendah.
Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di

wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang
curam mempersulit kegiatan pembalakan.

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang
selanjutanya disingkat HPK adalah Kawasan
hutan dengan ciri khas tertentu, yang
mempunyai fungsi pokok pengawetan
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta

ekosistemnya.
Taman Buru yang selanjutnya disingkat TB
adalah Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai
tempat wisata berburu.

Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat
TWA adalah kawasan hutan konservasi yang bisa
dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisa:a dan
rekreasi.
Tim Teknis KRK adalah Tim yang dibentak oleh
Walikota Batam yang beranggotakan Kepela OPD
Dinas, Kepala Bidang Tata Ruang Kasi
Perencanaan, Kasi Penetaan dan Pemanfaatan

Ruang dan Kasi Pengendalian Bapelitbang dan

para ahli perencanaan ruang dan wilavah dari
asosiasi IAP (Ikatan Ahli Perencana) dan IAI

(Ikatan Arsitek Indonesia).

Tinggi bangunan gedung adalah jarax yang
diukur dari lantai dasar bangunan, di tempat
bangunan gedung tersebut didirikan sampai
dengan titik puncak bangunan.

Peil lantai dasar bangunan adalah ketinggian
lantai dasar yang diukur dari titik referensi
tertentu yang ditetapkan.

Jaringan Utilitas adalah sarana penunjang untuk
pelayanan lingkungan meliputi jaringan air

bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan
gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran
dan sarana penerangan jalan umum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan memberikan

pedoman prosedur dalam pengurusan dan penerbitan
KRK sebagai informasi rencana Kot:. yang



ba

diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada :okasi
tertentu.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

l. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan pemanfaatan bangunan g:dung,
dan
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
dalam melaksanakan pembangunan bar.gunan
gedung.

BAB III
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

DALAM RANGKA PENDIRIAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 4

Klasifikasi peruntukan lahan meliputi :

1.

10.

zona budidaya 1 (Zona Bl) yang merupakan
kawasan peruntukan permukiman kepadatan
tinggi,
zona budidaya 2 (Zona B2! yang merupakan
kawasan peruntukan permukiman kepadatan
sedang,
zona budidaya 3 (Zona B3) yarg merupakan
kawasan peruntukan permukiman kepadatan
rendah:

3.

zona budidaya 4 (Zona B4) yang meripakan
kawasan peruntukan industri,
zona budidaya 5 (Zona B5) yang
merupakan kawasan peruntuxan pariwisata,

5.

zona budidaya 6 (Zona B6) yang merupakan
kawasan peruntukan ekonomi, sosial,
pertahanan dan keamanan negara, serta
transportasi,
zona budidaya 7 (Zona B7) yang
merupakan kawasan peruntukan
pertanian,
zona budidaya 8 (Zona B8) yang
merupakan kawasan peruntukan pertanian
irigasi teknis dan lahan pertanian pangan
berkelanjutan,

8.

zona budidaya 9 (Zona B9) yang merupakan
kawasan peruntukan budidaya peryangga
lindung, dan
zona budidaya 10 (Zona B10) yang merupakan
kawasan peruntukan hutar. produksi.



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

Pasal 5

Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

angka 1 merupakan kawasan peruntukan
permukiman kepadatan tinggi, atau zona

dengan karakteristik sebagai kawasan yang
mempunyai kualitas daya dukung lingkungan
tinggi, kualitas pelayanan prasarane dan
sarana yang tinggi dan bangunan gedung
intensitas tinggi secara vertikal.

P

Pengembangan Zona Bl sebagc.imana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan rnelalui
pembangunan kawasan permukiman skala
menengah dan skala besar pada kawasen siap
bangun.
Zona B1 sebagaimana dimaksud pada zyat Ii)
ditetapkan di sebagian wilayah Keczinatan
Lubuk Baja, sebagian wilayah Keceinatan
Batam Kota, sebagian wilayah Kecs.matan
Bengkong, dan sebagian wilayah Kecamatan
Sagulung di Daerah.

Di dalam zona B1 sebagaimana Cimaksud pada
ayat (1) terdapat:
a. HL selanjutnya disebut HL/B1 di sebagian

wilayah Kecamatan Sekupang, di sebagian
wilayah Kecamatan Batu Aji, di sebagian
wilayah Kecamatan Sagulung, disebagian
wilayah Kecamatan Sei Beduk, di sebagian
wilayah Kecamatan Nongsa, di sebagian
wilayah Kecamatan Ba:zam kota,di
sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Baja
dan di sebagian wilayah Kecamatan Batu
Ampar di Daerah,

b. Kawasan Swaka Alam (KSA) selanjutnya
disebut KSA/B1 di sevagian wilayah
Kecamatan Sagulung, di sebagian wilayah
Kecamatan Sei Beduk dan di sebagian
wilayah Kecamatan Batam Kota, dan

c. Hutan Produksi Terdba:as (HPT)
selanjutnya disebut HPT/BI di sebagian
wilayah Kecamatan Galang di Daeram.

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan
hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pasal 6

Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

angka ?2merupakan kawasan peruntukan
permukiman kepadatan sedang dengar.
karakteristik sebagai kawasan yang
mempunyai kualitas daya dukung linpsungan
tinggi, kualitas pelayanan prasarana dan
sarana yang tinggi dan bangunan gedung



(2)

(3)

(4)

(S)

d:

(2)

(3)

(4)

intensitas sedang secara vertikal dan
horizontal.

Pengembangan zona B2 sebageimana
dimaksud pada ayat (1) di Daerah
dilaksanakan melalui pembangunan kawasan
permukiman skala menengah dan skala besar
pada kawasan siap bangun.
Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan di sebagian wilayah Kecarnatan
Sekupang, sebagian wilayah Kecamatan Batu
Aji, sebagian wilayah Kecamatan Sei )3eduk,
sebagian wilayah Kecamatan Sagulung,
sebagian wilayah Kecamatan Batam Kota,
sebagian wilayah Kecamatan Nongsa, dan
sebagian wilayah Kecamatan Bengkong,
Di dalam Zona B2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdapat :

a. TB selanjutnya disebut TB/B2 di sebagian
wilayah Kecamatan Galang, dan

b. Hutan Produksi yang dapat Dikunversi
(HPK) selanjutnya disebut HPK/B2 di
sebagian wilayah Kecamatan Bularg dan
sebagian wilayah Kecamatan Galanz

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan
hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pasal 7

Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

angka 3 yang merupakan kawasan peruntukar.
permukiman kepadatan rendah, merapakar.
zona dengan karakteristik sebagai kawasan
yang mempunyai kualitas daya Jukung
lingkungan tinggi dan kualitas pelayanan
prasarana dan sarana yang tinggi serta
bangunan gedung intensitas rendah.

Pengembangan Zona B3 dilaksanakan melalui
pembangunan kawasan permukimar skala
menengah dan skala besar pada kawasan siap
bangun.
Zona B3 ditetapkan di sebagian wilayah
Kecamatan Batam Kota, sebagian wilayah
Kecamatan Nongsa, sebagian wilayah
Kecamatan Sekupang, sebagian wilayah
Kecamatan Bengkong, sebagian wilayah
Kecamatan Galang, dan sebagian wilayah
Kecamatan Bulang.
Di dalam Zona B3 sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1) terdapat:
a. HPT selanjutnya disebut HPT/B3 di

sebagian wilayah Kecamatan Galang, dan



(S)

(1)

(2)

(3)

b. HPK selanjutnya disebut HPK/23 di
sebagian wilayah Kecamatan Galang

Perubahan peruntukan dan fungsi kewasan
hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pasal 8

Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
angka 4 yang merupakan kawasan peruntukan
industri, merupakan zona dengan karak:eristik
sebagai kawasan yang mempunyai kualitas
daya dukung lingkungan tinggi dan kualitas
pelayanan prasarana dan sarana yang "inggi,
serta bangunan gedung vertikal dan horizontal
dengan intensitas rendah, sedang dan tinggi.
Zona B4 terdiri atas kawasan peruntukan
industri padat modal, industri padat teknologi,
industri padat sumber daya alam, dan industri
padat tenaga kerja.
Di zona B4 terdiri atas:

a. industri makanan,
industri pengolahan tembakau,
industri tekstil,
industri pakaian jadi,

rp
00

industri kulit, barang dari kulit, din alas
kaki:

f. industri kayu, barang dari kayu, dan
gabus, tidak termasuk furnitur, dan
barang anyaman dari bambu, rotan dan
sejenisnya,

g. industri furnitur:
h. industri kertas, dan barang dari kertas:

1 industri pencetakan,
J- industri bahan kimia dan barang dari

bahan kimia,
k. industri karet, barang dari kare:, dan

plastik,
l industri barang galian bukan logarir,

industri logam dasar,m.

n. industri barang dari logam, bukan mesin
dan peralatannya,

Oo. industri komputer, barang elektronik, dan
optik,

p. industri peralatan listrik,

g. industri mesin dan perlengkapan,



(4)

(5)

(6)

(1)

r. industri kendaraan bermotor, trail:r, can
semi trailer:

Ss. industri alat angkutan lainnya, dar

t. industri pengolahan lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan.

Zona B4 diprioritaskan untuk industr padat
modal dan industri pada: teknolog. yang
dikembangkan secara terpadu Sengan
pelabuhan, ditetapkan di sebagian ilavah
Kecamatan Batu Ampar, sebagian “xilavah
Kecamatan Nongsa, sebagian "xilayak
Kecamatan Batu Aji. sebagian xilayah
Kecamatan Sagulung, sebagian xilayah
Kecamatan Batam Kora, sebagian wilayah
Kecamatan Batu Ampar, sebagian “xilayah
Kecamatan Lubuk Baja, sebagian wilayah
Kecamatan Sekupang, sebagian wilayah
Kecamatan Sei Beduk, dan sebagian xilayah
Kecamatan Galang.
Di dalam zona B4 terdapat :

a. HL selanjutnya disebut HL/z-4 di
sebagian wilayah Kecamatan Sekupang,
sebagian wilayah Kecamatan Batu Aji,
sebagian wilayah Kecamatan Sagzulung,
sebagian wilayahKecamatan Julang,
sebagian wilayah Kecamatan Batu Ampar,
sebagian wilayah Kecamatan Bengkor.g,
dan sebagian wilayah Kecamatan
Nongsa,

b. TWA selanjutnya disebut TWA'B4 ci
sebagian wilayah Kecamatan Sekupang
dan sebagian wilayah Kecamatan Sei
Beduk,

c. TB selanjutnya disebut TB/B4 di
sebagian wilayah Xecama:an Galanz,

d. HPK selanjutnya disebur HPK/B4 di
sebagian wilayah kecamatan Sekupang
dan sebagian wilayah Batu Aji, dan

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan
hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (S5)

dilaksanakan sesuai peraturan peraindang-
undangan.

Pasal 9

Zona BS sebagaimana cimaksud dalam Pasal 4
angka 5 yang merupakan kawasan peruntukan
pariwisata merupakan kawasan peruntukan
pariwisata dengan karakteristik sebagai
kawasan yang memiliki kualizas daya dukung
lingkungan tinggi dan kualitas pelayanan
prasarana dan sarana yang tinggi. serta
bangunan gedung vertikal dan h»rizonta.
dengan intensitas rendah, sedang dan tinggi.

k



(2)

(3)

(4

(S)

Zona B5 yang merupakan kawasan
peruntukan pariwisata meliputi kawasan
pariwisata yang dikembangkan untuk usaha
pariwisata yang terdiri atas:

a. usaha daya tarik wisata,
b. usaha kawasan pariwisata:
c. usahajasa transportasi wisata,
d. usahajasa perjalanan wisata,
e. usaha jasa makanan dan minuman,
f. usaha penyediaan akomodasi,

g. usaha penyelenggaraan kegia:an hiburan
dan rekreasi,

h. usaha penyelenggaraan pertemuan,
perjalanan insentif konferensi, dan
pameran,

i. usaha jasa informasi pariwisata,

j. usaha jasa konsultan pariwisata,
k. usahajasa pramuwisata,
ll usaha wisata tirta,

usaha spa, danm.

n. usaha pariwisata lain vang ditetapkan
sesuai dengan xetentuan peraturan
perundang-undangan.

Zona BS di Daerah ditetapkan di sebagian
wilayah Kecamatan Sekupang, sedagian
wilayah Kecamatan Nongsa, sebagian “xilayah
Kecamatan Batam Kota, sebagian “wilayah
Kecamatan Sagulung, sebagian wilayah
Kecamatan Batu Aji, dan sebagian xilayah
Kecamatan Lubuk Baja
Di dalam Zona B5 terdapat :

a. KSA selanjutnya disebut KSA, 35 di

sebagian wilayah Kecamatan Sei B:duk,
b. TB selanjutnya disebut TB/B5 di

sebagian wilayah Kecama:an Galan:3,

c. HPT selanjutnya disebut HPT'BS di
sebagian wilayah Kecamatan Galang3, dan

d. HPK selanjutnya disebur HPK/BS di
sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Baja,
sebagian wilayah Kecamatan Sexupang,
sebagian wilayah Kecamatan Bulang. dan
sebagian wilayah Kecamatan Galang, dan

Perubahan peruntukan dan furgsi kawasan
hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan sesuai peraturan perindang-
undangan.



(1)

(2)

Pasal 10

Zona B6 sebagaimana cimaksud Jalam: Pasal 4
angka 6 yang merupakan kawasan peruntukan
ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan
negara, serta transportasi merupakar. zona
dengan karakteristik sebagai kawasar yang
memiliki kualitas daya dukung lingkungan
tinggi, kualitas pelayanan prasarana dan
sarana yang tinggi, serta bangunan yedung
vertikal dan horizon:al dengan int?nsitas
rendah, sedang dan tinggi
Zona B6 terdiri atas :

a. Zona B6.1 kawasan peruntukan yandar
udara yaitu Bandar Udara Hang Nad:m
Kecamatan Nongsa,

b. Zona B6.2 kawasan peruntukan pel:.buhan
yaitu berupa Terminal Batu Ambar di
Kecamatan Batu Ampar, Terminal Kabil di
Kecamatan Nongsa, Terminal Sekupang di
Kecamatan Sekupang, Terminal Nongsa di
Kecamatan Nongsa, Pelabuhan Batam
Centre di Kecamatan Batam Kota,
Pelabuhan Telaga Punggur di Kecamatan
Nongsa, Pelabuhan Harbour Bay di
Kecamatan Batu Ampar, Pelayuhan
Sagulung di Kecamatan Batu Aji,
Pelabuhan Sembulang di Kecamatan
Galang, Pelabuhan Sijantung di Kecamatan
Galang, dan Pelabuhan Teluk Senimba di
Kecamatan Sekupang di Kota Batam.

c. Zona B6.3 kawasan perur.tukan
pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, riset
dan teknologi berada di sebagian wilayah
Kecamatan Batam Kota, sebagian wilayah
Kecamatan Nongsa, sebagian wilayah
Kecamatan Batu Aji, sebagian wilayah
Kecamatan Sagulung, sebagian wilayah
Kecamatan Sei Beduk, sebagian wilayah
Kecamatan Sekupang, sebagian wilayah
Kecamatan Lubuk Baja, sebagian wilayah
Kecamatan Batu Ampar, sebagian wilayah
Kecamatan Bengkong, can sebagian
wilayah Kecamatan Galang.

d. Zona B6.4 kawasan peruntukan
pertahanan dan keamanan negara berada
di LANAL Batam Kecamatan Batu Ampar,
dan

e. Zona B6.5 kawasan peruatukan
perdagangan dan jasa berada di sebagian
wilayah Kecamatan Lubuk Baja, sebagian
wilayah Kecamatan Batu Aji, sebagian
wilayah Kecamatan Batam Kota, dan
sebagian wilayah Kecamatan Galang.



2

(35 Di dalam Zona B6 sebagaimana dimaksud
dalam pada ayat (1) terdapat :

a. Zona B6.2 terdapat HL selanjutnya disebut

Cc.

HL/B6.2 di sebagian wilayan Kecarratan
Nongsa dan sebagian Kecarratan
Sekupang,
Zona B6.3 terdapat :

l. HL selanjutnya disebut HL/B6.3 di

b.

sebagian wilayah Kecamatan
Sekupang, sebagian wilayah
Kecamatan Sagulung. sepagian
wilayah Kecamatan Batu Aji, sepagian
wilayah Kecamatan Sei Beduk,
sebagian wilayah Kecamatan N»ngsa,
sebagian wilayah Kecamatan satam
Kota, sebagian wilayah Kecarratan
Bengkong, sebagian wilayah
Kecamatan Batu Ampar, dan sepagian
wilayah Kecamatan Lubuk Baja,

2. TB selanjutnya disebut TB/B6.3 di
sebagian wilayah Kecama:ran Galang,

3. TWA selanjutnya disebut TWA/E:6.3 di
sebagian wilayah Kecaraatan
Sagulung, sebagian wilayah
Kecamatan Batu Aji, dan sesagiar
wilayah Kecamatan Sei Beduk,

"1

4. HPT selanjutnya disebut HPT/E6.3 di
sebagian wilayah Kecamatan Calang:.
dan

5. HPK selanjutnya disebut HPK/E:6.3 di
sebagian wilayah Kecamatan Pulang,
sebagian wilayah Kecamatan Calang,
dan sebagian wilayah Kecarnatan
Lubuk Baja.

Zona B6.4 HL selanjutnya disebut HL/B6.4
di sebagian wilayah Kecamatan Batu
Ampar di Kota Batam.

d. Zona B6.5 terdapat :

1. HL selanjutnya disebut HL/BZ.S di
sebagian wilayah Kecamatan Batu Aji,
sebagian wilayah Kece.matan
Sekupang, sebagiar. vilayah
Kecamatan Sagulung, sebagian
wilayah Kecamatan Nongsa, sebagian
wilayah Kecamatan Batam Kota,
sebagian wilayah Kecamatan Lubuk
Baja, sebagian wilayah Kecamatan
Bengkong, dan sebagian wilayah
Kecamatan Batu Ampar,

2. TWA selanjutnya disebut TWA/:36.5 di
sebagian wilayah Kecamatan Batu Aji
dan sebagian wilayah Kecamatan
Sagulung di Kota Batam,



3. TB selanjutnya disebut TB/E6.5 di
sebagian wilayah Kecamatan Galang:

4. HPT selanjutnya disebut HPT/:36.5 di
sebagian wilayah Kecamatan "jalang,
dan

5. HPK selanjutnya disebur HPK/ 36.5 di
sebagian wilayah Kecamatan Galang
dan sebagian wilayah Kecamatan
Bulang.

5

(4 Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan
hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan

Pasal 11

(1) Zona Bl merupakan kawasan peruntukan
permukiman kepadatan tinggi.

(2) Arahan peraturan zonasi unzuk Zona BI terdiri
atas:

b.

a. kegiatan yang diperbolehkan neliputi
kegiatan permukiman kepadatan tinyzi,
kegiatan yang diperbolehxan dengan syarat
meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk
fasilitas penunjang permukiman kezadatan
tinggi berupa fasilitas pemerintakan,
pendidikan, pelayanan kesehatan,
perbelanjaan, tempat ibadah, rekreasi dan
kebudayaan, olah raga, lapangan terbuka,
dan RTH, serta kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a yang tidak
mengganggu fungsi permukiman kepadatan
tinggi,
kegiatan yang tidak diperbolehkan raelibuti
kegiatan industri, pertambangan, dan
kegiatan lain yang mengganggu fungsi
permukiman kepadatan tinggi, dan

penerapan intensitas pemanfaatan ruang
meliputi:

d.

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan
lingkungan yang meliputi kerentuan
KDB, KLB, KDH, KTB dan ketinggian
bangunan serta GSB terhadap jalan,

2. penerapan rekayasa teknik dengan KWT
paling tinggi sebesar 60 Yo (ena puluh
persen), dan

3. jarak bebas untuk rumah susun dengan
mempertimbangkan perjerataan
pencahayaan alami dan risiko
kebakaran.



(1)

(2)

e. penyediaan prasarana dan sarana misimum
permukiman kepadatan tinggi meliputi
prasarana lingkungan, utilitas umum. serta
ruang dan jalur evakuasi bencana, dan
ketentuan khusus untuk kawasan
peruntukan permukiman kepadatan tinggi
meliputi:
1. tipologi bangunan untusx lingkungan

kepadatan tinggi berupa ruman susun
bertingkat paling rendah 8 (delapan)
lantai,

2. pembangunan permukiman dan fasilitas
penunjang yang berlokasi di “xilayah
pesisir mempertimbangkan kriteria
penataan kota tepian air, dan

£

3. reklamasi pada kawasan peruntukan
permukiman kepadatan tinggi
dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 123
Zona B2 merupakan kawasan peruntukan
permukiman kepadatan sedang.
Arahan peraturan zonasi untuk Zona B:! terdiri
atas :

a.

b.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi
kegiatan permukiman kepadatanseceng,
kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi kegiatan wpeman'aatan ruang
untuk fasilitas penunjang permukiman
kepadatan sedang berupa fasilitas
pemerintahan, pendidikan, pelayanan
kesehatan, perbelanjaan, tempat ibadah,
rekreasi dan kebudayaan, olak. raga,
lapangan terbuka, dan RTH, serta kegiatan
selain sebagaimana dimaksud pada huruf a
yang tidak mengganggu fungsi perm.ukirnan
kepadatan sedang,

PA

kegiatan yang tidak diperbolehkan raeliputi
kegiatan industri, pertambanga1, dan
kegiatan lain yang mengganggu fungsi
permukiman kepadatan sedang,

penerapan intensitas pemanfaatan ruang
meliputi:
1. penerapan ketentuan :ata bangunan

dan lingkungan yang meliputi
ketentuan KDB, KLB, KDH, K3, serta
ketinggian bangunan dan GSB
terhadap jalan,



(1)

(2)

“AN1525

2. penerapan rekayasa teknik dengan
KWT paling tinggi sebesar 50 95 (lima
puluh persen), dar.

3. jarak bebas untuk rumah susur.
dengan mempertimbangkan
pemerataan pencahayaan alami dan
risiko kebakaran.

penyediaan prasarana dar sarana
minimum permukiman kepadatar. sedang
meliputi prasarana lingkungan, utilitas
umum, serta ruang dan jalur erakuasi
bencana, dan

e.

ketentuan khusus untuk kawasan
peruntukan permukiman kepadatan sedang
meliputi:

f.

1. tipologi bangunan untuk lingkungan
kepadatan sedang berupa rumah
susun bertingkat paling rendah 4

(empat) lantai, dan
2. pembangunan permukiman dan

fasilitas penunjar.g yang berlorasi di
wilayah pesisir mempertimbangkan
kriteria penataan kcta :epian «ir.

Pasal 13

Zona B3 merupakan kawasan peruntukan
permukiman kepadatan rendah.

Arahan peraturan zonasi untuk Zona BS: terdiri
atas :

a.

b.

kegiatan yang diperbo-ehkan rrelipu:i
kegiatan permukiman kepadatan rendah:

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi kegiatan pemanfaatan ruang
untuk fasilitas penunjang permukiman
kepadatan rendah berupa fasilitas
pemerintahan, pendidikan, perayanan
kesehatan, perbelan'aan, tempat ibadah,
rekreasi dan kebudayaan, ola raga,
lapangan terbuka, dan RTH, serta kegiatan
selain sebagaimana dimaksud gada huruf a
yang tidak mengganggu fungsi perm ukiman
kepadatan rendah,

kegiatan yang tidak dipersolehkan meliputi
kegiatan industri, pertambangan, dan
kegiatan lain yang mengganggu fungsi
permukiman kepadatan rendah,

penerapan intensitas pemanfaatan ruang
meliputi:
1. penerapan ketentuan -zata bangunan

dan lingkungan yang meliputi
ketentuan KDB, KLB, KDH, KT'3, serta
ketinggian bangunan dan GSB "erhadap
jalan,



2. penerapan rekayasa tekn:k cengan KWT
paling tinggi sebesar 494 (empau: pulua
persen), dan

3. jarak bebas untuk rumah susun dan
rumah tidak bersusun dengan
mempertimbangkan pemerataan
pencahayaan alami dan risikD
kebakaran,

e. penyediaan prasarana dan sarana
minimum permukiman kepadatan rendah
meliputi prasarana lingkungan, utilitas
umum dan ruang serta jalur evakuasi
bencana, dan

f. ketentuan khusus untuk kawasan
peruntukan permukiman kepadatan
rendah berupa pembangunan pernuikiman
dan fasilitas penunjang vang berl»kasi di
wilayah pesisir mempertimbangkan kriter:a
penataan kota tepian air.

Pasal 14

( Zona B4 merupakan kawasar. peruntukan
industri.

(2) Arahan peraturan zonasi untuk Zona B4 terdiri
atas :

a. kegiatan yang diperbolekkan raeliprti
kegiatan industri pengolahan:

b. kegiatan yang diperbolehkan denga syarat
meliputi kegiatan penurjang industri
pengolahan dan keg:atan selain
sebagaimana dimaksud pada huru! a yang
tidak mengganggu fungsi kawasan
peruntukan industri,

C. kegiatan yang tidak diperbolehkan rnelipi.ti
kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan
peruntukan industri,PERAN

Th
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang

meliputi:
1. penerapan ketentuan tata banguran dan

lingkungan yang meliputi kerentuan
KDB, KLB, KTB, serta ketinggian
bangunan dan GSB terhadap jalan, dar.

2. penerapan KDH paling rendah sebesar
10Y0 (sepuluh persen).

e. penyediaan prasarana dan sarana niinimum
kawasan peruntukan industri meliputi
prasarana dan sarana pendukung sawasan
industri, prasarana pengclahan limbah,
ruang dan jalur evakuasi bencara, serta
tempat penimbunan barang: dan



(1)

(2)

f. ketentuan khusus untak kawasan
peruntukan industri meliput: :

1. penyediaan zona penyangga pada
kawasan industri,

2. pengembangan konsep eco indusinal
park,

3. penyediaan prasarana dan sarana
pendukung industri diserasikan Jengan
jenis industri dan jumlah tenage. kerja:
dan

4. reklamasi pada kawasan peruntuxan
industri dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 15

Zona BS merupakan kawasan peruntuxan
pariwisata.
Arahan peraturan zonasi untuk Zona Bz terdiri
atas :

a.

b.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi
kegiatan untuk usaha pariwisata,
kegiatan yang diperbolehkan dengas syarat
meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a yang tidak
mengganggu fungsi kawasan peruntukan
pariwisata,
kegiatan yang tidak diperbolehkan rneliputi
kegiatan yang mengganggu :ungsi kawasan
peruntukan pariwisata,
penerapan intensitas pemanfaatan ruang
meliputi:
1. penerapan ketentuan :ata bangunan

dan lingkungan yang meliputi
ketentuan KDB, KLB, KTE, serta
ketinggian bangunan dan GSB terhadap
jalan, dan

2. penerapan KDH paling rendah sebesar
1076 (sepuluh perseni:

penyediaan prasarana dan sarana
minimum kawasan peruntukan pariwisata
meliputi sarana telekomunikasi, listrik. air
bersih, drainase, pembuangan ar kotor,
sampah, sanitasi, sarana peritadatan,
sarana kesehatan dan jalur evakuasi
bencana, dan
ketentuan khusus untuk kawasan
peruntukan pariwisata meliputi :

f

1. penyediaan akses yang terintegrasi
dengan terminal, bandar udara dan
pelabuhan penumpang:



(1)

(2)

2.

3.

penyediaan akses publik menuju objek
wisata dan daya tarik wisata, dar.

reklamasi pada kawasan perur.tukan
pariwisata dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Zona B6 merupakan kawasen peruritukan
ekonomi, sosial, pertahanan dan kesmanan
negara, serta transportasi.
Arahan peraturan zonasi untuk Zona BE terdiri
atas :

a. arahan peraturan zonas: untuk kawasan
peruntukan bandar udara:
l. kegiatan yang diperbolehkan rreliputi

kegiatan operasional kebandarudaraan,
kegiatan penunjang pelayanar jasa
kebandarudaraan, kegiatan pernanjang
pelayanan keselamaran operasi
penerbangan, dan kegiatar. pertahanan
dan keamanan negara secara terkatas,

kegiatan yang diperbolehkan dengan
syarat meliputi pemanfaatan tanah
dan/atau perairan serta ruang udara di
sekitar bandar udara umurm serta
kegiatan lain yang tidax mengganggu
keselamatan operas: penerbangan dan
fungsi bandar udara umum,

kegiatan yang tidak diperbclehkan
meliputi kegiatan yang membahayakan
keamanan dan keselamatan operasionai
penerbangan, membuat halangar.
(obstacle), dan/atau kegiatan lain yang
mengganggu fungsi bandar udara
umum, dan

prasarana dan sarana minimuir urtuk
kawasan peruntukan bandaridara d.
dalam Daerah lingkungan kerje bandar
udara terdiri atas:

a) fasilitas pokok bancar udera yang
meliputi: fasilitas keselamatan dan
keamanan, fasilitas sisi udara,
fasilitas sisi dara:, dan

bj) fasilitas penunjang bandar udara
yang meliputi: fasilitas perb:ngkelan
pesawat udara, fasilitas
pergudangan, yenginapan/ hotel,
toko, dan restoran.

ketentuan khusus untuk kawasan
peruntukan bandar udara berupa
penerapan ketentuan KPBP3 2»agi

pemasukan dan pengeluaran barang ke
dan dari KPBPB di bar.dar udara yang

5.



ditunjuk oleh instansi berwenang
sesuai peraturan perundang-ungangan.

b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan
peruntukan pelabukan:
1.

2.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi
kegiatan kepelabuhanan,
kegiatan yang diperbolehkan dengan
syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada z#ngka 1

yang tidak mengganggu 'ungsikawasan
peruntukan pelabuhan,
kegiatan yang tidak diperbclehkan
meliputi kegiatan yang mengganggu
fungsi kawasan peruntukan pele buhan,

3.

prasarana dan sarana mirimuri untuk
kawasan peruntukan pelabuhan umum
meliputi prasarana dan sarana
minimum sebagai fasilitas pokok dan
fasilitas penunjang berupa dermaga,
gudang lini 1, lapangan penunpukan
lini 1, terminal penumpang. “erminal
peti kemas, terminal roro. fasilitas
penampung dan pengolahan limtah,
fasilitas bunker, fasilitas pemadam
kebakaran, fasilitas gudang untuk B3,
fasilitas pemeliharaan Can perbaikan,
peralatan dan sarana Dertu ravigasi
pelayaran, kawasan perkantoran,
fasilitas pos dan telekomunikasi,
fasilitas pariwisata dan perhotelan,
instalasi air bersih, listrik dan
telekomunikasi, jaringan jalan Jan rel
kereta api, jaringan air limbah, drainase
dan sampah, areal pengembangan
pelabuhan, tempat tunggu ker.caraan
bermotor, kawasan perdigangan,
kawasan industri, sarana peribadatan,
sarana kesehatan dan ruang serta jalur
evakuasi bencana,

5

ketentuan khusus untuk xawasan
peruntukan pelabuhan umum berupa
penerapan ketentuan KPBPB sagi
pemasukan dan pengeluaran barang ke
dan dari KPBPB di pelabuhan umum

yang ditunjuk oleh instansi berwenang
sesuai peraturan perundarg-unzangan,
dan
reklamasi pada kawasan peruntukan

5.

6.
pelabuhan umum dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan.



Cc. arahan peraturan zonasi untuk kawasan
peruntukan pendidikan, kesehatan, sosial-
budaya, riset dan teknologi :

l. kegiatan yang diperbolehkan meliputi
kegiatan pendidikan, kesehatan sosial-
budaya, serta riset dan teknologi,
kegiatan yang diperbolehkan dengan
syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada e#ngka 1

yang tidak mengganggu fungsi kawasan
peruntukan pendidikan, kesehatan,
sosial-budaya, riset dan teknologi,
kegiatan yang tidak diperbslehkan
meliputi kegiatan yang menyzanggu
fungsi kawasan peruntukan
pendidikan, kesehatan, sosial-cudaya.
riset dan teknologi,
penerapan intensitas pemenfaatan
ruang meliputi:
a) penerapan ketentuan tata bengunan

dan lingkungan yang meliputi
ketentuan KDB, KLB, KTB, serta
ketinggian bangunan dan GSB
terhadap jalan: dan

b) penerapan KDH paling rencah 105
(sepuluh persen).

prasarana dan sarana minimur3 untuk
kawasan peruntukan penc.id:kan,
kesehatan, sosial-budaya, riset dan

5.

teknologi meliputi piasarana
lingkungan, utilitas umum, aksesibilitas
bagi penyandang cacat, sarana
peribadatan, pelataran parki”. serta
ruang dan jalur evakuasi bencana, Jan
ketentuan khusus untuk cawasan
peruntukan pendidikan, kesehatan,
sosial-budaya, riset dan tekrologi
meliputi:

6.

a) pembatasan jumlah dan Jimensi
papan reklame,

b) pembatasan pembangunan menara
telekomunikasi pada Kawasan
peruntukan kesehatan dan kawasan
peruntukan riset dan teknologi: dan

c) reklamasi pada kawasan
peruntukan pendidikan, kesehatan,
sosial budaya, riset dan sknologi
dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan.



d. arahan peraturan zonasi untuk kawasan
peruntukan pertahanan dan keamanan
negara,
1. kegiatan yang diperbolehkan rieliputi

jaHa

kegiatan pertahanan dan keamanan
negara,
kegiatan yang diperbolehkan jengan
syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada angka 1

(satu) yang tidak mengganggu fungsi
kawasan peruntukan pertahanan dan
keamanan negara, dan

kegiatan yang tidak diperbo-ehkan
meliputi kegiatan yang mengganggu
fungsi kawasan peruntukan pertahanan
dan keamanan negara,

3.

penerapan intensitas
ruang meliputi:

pemasfaatar.

a) penerapan ketentuan tata basgunan
dan lingkungan yang :reliputi
ketentuan KDB, KLB, KYE, serta
ketinggian bangunan dar. GSB
terhadap jalan, dan

bj) penerapan KDH paling sedikit 1055

(sepuluh persen),

prasarana dan sarana minimuni untuk
kawasan peruntukan pertahanan dan
keamanan negara meliputi utilitas
umum, pos penjagaan, serta peralatan
keamanan dan pertahanan, dan

ketentuan khusus un:uk reklamasi
pada kawasan peruntukan per:ahanan
dan keamanan negara dilaksanakan
sesuai peraturan perundang-un-langan.

e. arahan peraturan zonasi untuk kawasan
peruntukan perdagangan dan jasa
1.

2.

kegiatan yang diperbolehkan raelidpu.i
kegiatan perdagangan dan jasa
kegiatan yang diperbolehkan dengan
syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada angka 1

yang tidak mengganggu fungsi cawasan
peruntukan perdagangan dan jasa,
kegiatan yang tidak diperbblehkan
meliputi kegiatan yang mer gganggu
fungsi kawasan peruntukan
perdagangan dan jasa,
penerapan intensitas pemanfaatan
ruang meliputi:



(1)

(2)

(3)

(4)

a) penerapan ketentuan tata bangunan
dan lingkungan yang misliputi
ketentuan KDB, KLB, KTB serta
ketinggian bangunan dan G5SE
terhadap jalan, dan

b) penerapan KDH paling rendeh 104:
(sepuluh persen),

5. prasarana dan sarana minimum untuk
kawasan peruntukanperdaganzen dan
jasa meliputi prasarana lingkungan,
utilitas umum, sksesibilitas bagi
penyandang cacat, sarana peribadatan,
pelataranparkir, jalur pejalan kaki yang
menerus, sarana transportasi amum.
serta ruang dan jalur evakuasi bencana:
dan

6. ketentuan khusus untuk kawasan
peruntukan perdagangan dan
jasameliputi:
a) penyediaan zona penyangga untuk

kawasan yang berba:asan dengan
kawasan lindung, dan

b) reklamasi pada kawasan
peruntukan perdagangan dan jasa
dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undar.gan.

Pasal 17

Klasifikasi penggunaan lahan berisi aturan
kegiatan dan penggunaan ahan yang
diperbolehkan/ diizinkan, diperbolehkan secara
terbatas, diperbolehkan secara bersyarat dan
tidak diperbolehkan dalam suatu perurukan
lahan.

Ta

Apabila 1 (satu) persil berada pada perun-ukan
lahan yang berbeda dan merupakan saru
kesatuan yang tidak terpisak dari jalan umum,
maka peruntukan lahan dapat mengacupada
orientasi bangunan.
Peruntukan lahan fasiltas umum didalam
rencanatataruang yang alas haknya cimil:ki
perorangan/badan, bukar: lahan yang cimil:ki
Pemerintah Daerah, serta bukan merupakan
lahan fasilitas umum yang harus diserahkan
kepada Pemerintah Daerah, maka peruntukan
lahannya disesuaikan dengan zona

peruntukannya.
Klasifikasi penggunaan lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat(l)secara lebih rinci diatur
dalam tabel interpretasi penggunaan lahan dar
jenis kegiatan sebagaimana tercantum “Jalam
lampiran! yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari PeraturanWalikota ini.



Pasal 18

Pengendalian Intensitas Pemanfaatan Ruang
meliputi:
l. intensitas pemanfaatan ruang merupakan

ketentuan mengenai besaran bangunar yang
diperbolehkan pada suatu lahan yang rreliputi
KDB maksimum, KLB maksimura, Ketinggian
Bangunan Maksimum, KDH minimum, KT3
maksimum serta jumlah lantai/lapis bangunan
gedung dibawah permukaan tanah (basemeni)
maksimum,
untuk dapat menghitung besaran nilai XDB
atau Building coverage, dapat ditentukan sesuai
tingkat kepadatan maksimum meliput:
a. bangunan gedung dilokasi renggang

(KDB 3040 s/d 4540) yang terletah di
daerah pinggiran/luar kota atau dasrah
yang berfungsi sebagai resapan
dan/atau sebagaimana diatur dalam. FTRW
Daerah:

b. bangunan gedung di lokasi sedang
(KDB 454 s/d 60X) yang terletak di
Daerah permukiman dan,' atau
sebagaimana diatur dalam RTRW Daerah,
dan

c. bangunan gedung di lokasi pada:
(KDB 60r s/d 75#/lebih) yang terletak
di Daerah perdagangar./pusa:
kotadan/atau sebagaimana diatur calam
RTRWK Daerah.

pengaturan KLB dipengaruhi oleh fisik kota
seperti daya dukung lahan, baik caya dukung
tanah untuk menopang beban berat bangunan
maupun daya tampung lahan untuk
menampung aktivitas yang berkembang di
kawasan perencanaan:

3.

RTH minimal 30 # dari total luas kawasan
yang terdiri dari 20 RTH publik dan 10 Yo RTH
privat,
terhadap permohonan bangunan sistem. blok
/superblok / CentraiBusiness District CBD)
denganluas paling sedikit 3 ha (tiga he-ctar)
atau ketinggian paling sedikit 20 (dua puluh)
lantai atau bangunan yang mernriliki tirgkat
kompleksitas tinggiyang belum diatur calam
pedoman dan standar teknis, maka analis:
ketinggian bangunan dilakukan melalui
koordinasi dengan Tim Teknis KRK dan'atau
koordinasi dengan BKPRD apabila
mempengaruhi rencana pola ruang dan straktur
ruang kota,

5.
C

Aa



pada bangunan-bangunan yang memiliki fungsi
untuk kepentingan umum milik Pemerintan,
dapat diberlakukan ketentuan khusus yang
dilengkapi pertimbangan teknis dari tenaga ahli,

6.

khusus untuk bangunan bertingkat tinggz. dan
ketinggian lebih dari 40 M (empat puluh 1neter).
tetap dihitung melalui analisis ketiaggian
bangunan dengan berpecoman pada aralisis
ketinggian bangunan serta mempertimbangkan
batasan Kawasan Keselamatan Operzsional
Penerbangan (KKOP), dan

7.

BAB V
PENGATURAN TATA MASSA BANGUNAN

Bagian Pertama
Garis Sempadan Bangunan (GSB)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

dan Jarak Bebas Minimum

Pasal 19

Untuk mengetahui sempadan bansranan
diperlukan data-data seperti cimensi jalan yang
berpengaruh pada kawasan derencanaan,
kecepatan dan waktu reaksi untuk mengerem
kendaraan.
GSB gedung meliputi garis sempadan banyanan
gedung terhadap us jalan. tepi sunga: tepi
pantai, jalan kereta api dan/atau jaringan
saluran utama tegangan ekstra tinggi yang
ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan
keselamatan dan kesehatan.

GSB gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terhadap batas Ruang Milix Jalan
(rumija) jika tidak ditentukan lain, ditetapkan
dengan ketentuan minimal :

a. bangunan di tepi jalan arteri sesesar
seperempat dari ruang milik jalan,

b. bangunan ditepi jalan kolektor sedesar
seperempat dari ruang milik jalan,

c. bangunan ditepi jalan anta: lingkangan
(lokal) sebesar setengah dari ruang milik
jalan,

d. bangunan ditepi jalar lingsungan sebesar
setengah dari ruang milik jalan,

Penetapan GSB gedung terhadap tepi sungzi.
tepi pantai dan jaringan saluran udara tegangan
ekstra tinggi harus dikoordinasikan cengan
instansi terkait yang menangani utilitas tersebut.

Pada suatu kawasan/ lingkungan yang
diperkenankan adanya beberapa klas bangunan
dan di dalam kawasan peruntukan camJburan,
untuk tiap-tiap klas bangunan dapat diterapkan
garis-garis sempadannya masing-masing.



(6)

(7)

(8)

(9)

Garis sempadan pantai laut sepanjang kawasan
kotajika tidak ditentukan lain, ditetapkar 1C0
(seratus) meter diukur dari tepi pantai lau: paca
saat pasang tertinggi.
GSB gedung terhadap jalur saluran idara
tegangan ekstra tinggi ditetapkan pada garis
proyeksi sudut 45” (empat puluh lima derajat)
diukur dari puncak menara saluran vidara
tegangan ekstra tinggi sepanjang kawasan
jalur.
Penetapan GSB dan penetapan jarak bebas
bangunan gedung atau bagian bangunan yedung
yang dibangun dibawah permukaan tanah
didasarkan pada jaringan utilitas umurryang
ada atauyang akan dibangun harus
dikoordinasikan dengan instansi terkait yang
menangani utilitas tersebut.
Pada peruntukan yang masih dimungkinkan
terdapat penggunaan bangunan yang termasuk
dalam peruntukan lainnya, GS3 diterrukan
sebagai berikut :

a. penggunaan bangunan yang termasuk dalam
peruntukan lahan perumahan pada
peruntukan perdagangan/jasa dan fasilitas
sosial maka mengikuti ketentuan perur-ukan
perumahan,

b. penggunaan bangunan yang termasuk dalam.
peruntukan lahan perdagangan/jasa pada
peruntukan perumahan dan fasilitas sosia.
maka mengikuti ketentuan perunrukan
perdagagan/jasa, dan

Cc. penggunaan bangunan yang termasuk
dalam peruntukan lahan fasilitas sosia:
pada peruntukan perumahan dan jasa, maka
GSB mengikuti ketentuan perurtukan
fasilitas sosial.

(10) Pada koridor-koridor pusat kota yang
bangunannya telah banyak berdiri pada ISB O

(nol) atau pada koridor-koridor yang terkena
implementasi rencana jalan sehingga eksisting
bangunan berada pada GSB 0 (nol), maka
pengaturan GSB ditetapkan sebagai berikui:
a. untuk rumah tinggal maka perencanaan dapat

dikeluarkan dengan tetap GSB O (noli,da:
b. untuk non rumah tinggal dapa: GSB ) (nol

dengan ketinggian maksimal 40 M empat
puluh meter) dan maksimal 8 (delapan) lantai
dengan syarat parkir harus di dalam
bangunan gedung/ persil.

(Jl) Pada persil dengan penggunaan bangunai yang
termasuk dalam perutukan jasa atau sosial
dengan panjang dan /atau lebar lahan setelah
terpotong GSP paling sedikit adalah 20 M (dua
puluh meter), maka GSB belakang dan/atau GSB



samping pada salah satu sisi disesuaikan cengan
kebutuhan pemohon dan sekurang- kuranznya 3
m (tiga meter).

(12) Dikecualikan dari ketentuansebageimana
dimaksud pada ayat (4) pada persil dengan
penggunaan bangunan yang terrnasuk dalam
peruntukan perdagangan dan jasa atau sosial
dengan panjang atau lebar kurang dari sama
dengan 40 (empat puluh) meter yang berada
diposisi pojok, dengan ketinggian maksima! 25
m(dua puluh lima meterjdanKDB kurang cari 50

(lima puluh persen) dari keseluruhan lahan,
maka tidak dipersyaratkan GSB samping dan
belakang.

(13) GSB samping dan belakang dapat direncanaken

(14)

sebagai GSB podium paling sedikit 3 M (tiga
meter) dengan syarat bangunan berupa pcdium
dengan ketinggian maksimal 40 M (empat puluh
meter) dan maksimal 8 (delapan) lantai,
seterusnya terhadap bangunan dia:asnya
diberlakukan perhitungan GSB antai
selanjutnya.
Pada persil dengan penggunaan bangunan untuk
industri atau gudang sistem tunggal, maka
penentuan GSB belakang dan/atau sarnping
diatur sebagai berikut:
a. persil dengan panjang dan/atau lebar paling

sedikit 20 Mi(dua puluh meter) setelah
terpotong GSP, makaGSB belakang danfateu
samping salah satu sisi disesuaikan cengan
kebutuhan pemohon dan sek aranz-
kurangnya 4 M (empat meter),

b. persildengan panjang dan/atau lebar paling
sedikit 15 m sampai dengan kurang dari 20 m
(dua puluh meter) setelah terpotong GSP,
maka GSB belakang/samping salahsa-i sisi
disesuaikan dengan kebutuhan pemohon dan
sekurang-kurangnya 3 M (tiga meter).M

(15) Pada lokasi yang termasuk dalam siteplan,
maka GSB mengikuti ketentuan pada r?ncana
tapak.

(16) Pada lokasi yang terdapat
saluran/drainase/sejenisnya yang direncanakan
lebih dari atau sama dengan 2m (dua metz:r) dan
kurang dari 6 M (enam meter) termasuk
penampang basah dan kering, maka penentuan
GSB yang berfungsi sebagai sempadan sungai
diatursebagai berikut:
a. pada saluran yang lebarnya lebih dari atau

sama dengan 2 M (dua meter) sampai Zengan
4 M(empat meter), maka GSB citetapkan 2 M

(dua meter), dan



b. pada saluran yang lebarnya lebih dari 4 m
(empat meter) sampai dengam kurar.g da: 6 M
(enam meter), maka GSB ditetapkan 3 M itiga
meter).

(17) Dalam hal suatu lokasi dalam RTRW Daerah
beserta rinciannya telah memuat
saluran/ drainase/sejenisnya dengan -ebar
sekurang-kurangnya 6 (enam) meter 'termasuk
penampang basah dan kering), tetapi belum
ditentukan GSB sebaga: calan
inspeksi/sempadan sungai, maka penentuan
GSB yang berfungsi sebagai sempadan sungai
maupun jalan inspeksi sekurang-kurangnvi 3 M
(tiga meter) dan/atau mempertimbangkan kondisi
eksisting.

(18) Garis sempadan bangunan dan jarak zebas

4)

(2)

(1)

(2)

minimum dapat dilihat lebih jelas pada Lampiran
yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

Standar teknis perencanaan sebagairnana
digunakandalam pemberian pelamanan
pemanfaatan ruang meliputi prporsi
penggunaan lahan pada kawasan perunsakan
perumahan horizontal(landed). kawasan
peruntukan jasa, kawasan peruntukar industri
dan kawasan peruntukan sosial sebaga: nana
diatur dalam Lampiran yang merupakan Lagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Weltkota
ini.

Ketentuan standar teknis yang tidak Jiatur
dalamPeraturan Walikota ini pelaksanaannya
berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 21

Standar teknis pemanfaatan ruang merupakan
pedoman dalam menentukan persyaratan ning
yang dimuat dalam KRK.
KRK sebagaimana dimaksud pada ayat Il)
merupakan ketentuan yang berlaku untuk lekasi
yang bersangkutan dan sekurarg-kurangnya
berisi:

a. fungsi bangunan gedung yang Japat
dibangun pada lokasi yang bersangkutan,

b. ketinggian maksimum bangunar. gedunz yang
diizinkan,

c. jumlah lantai/lapis bangunan sedung
dibawah perrnukaan tanah dan KTE yang
diizinkan,



7m
—

aa

garis sempadan dan arak bebas
minimum bangunan gedung yang diizir.kan,
KDB maksimum yang diizinkan:
KLB maksimum yang diizinkan:
KDH minimum yang diwajibkan,
KTB maksimum yang diizinkan:
ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku
padalokasiyang bersangkutan antara lan
Prasarana, Sarana dan Utilitas yang wajib
disediakan dan wajib diserahkan: dan
informasi teknis lainnya yang ciperlukan.

BAB VI
PERSYARATAN PERMOHONAN KRK

(1)

(2)

(3)

Pasal 22

Untuk memperoleh KRK, pemohon harus
melampirkan persyaratan yang ditentukan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi :

a.

b.

.

formulir permohonan KRK,
fotocopy Kartu Tanda Perduduk
pemilik/pemohon,
bagi pemohon berbentuk badan hukum wajib
melampirkan fotokopi akta pencirian dar /atau
perubahannya dan telah mendapat pengzsahan
dari pejabat yang berwenang atau dida tarkan
ke instansi yang berwenang,

. fotocopy tanda bukti kepemilikan kerupa
sertifikat hak atas tanah, akte jual be.i dan
bukti kepemilikan tanah lainnya,
surat kuasa penunjukan batas dar /atau
pengurusan KRK, apabila dalarn pengirusan
KRK diwakilkan kepada orang lain dd: sertai
fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima
kuasa,
gambar sketsa gabungan lahan yang
ditandatangani oleh pemohon apabila
permohonan KRK melampirkar. 2 (dua, atau
lebih bukti kepemilikan/penguasaan atas
tanah,
surat pernyataan keabsahan dan kekenaran
dokumen disertai materai:

. Permohonan KRK disahkan oleh Kepala Dinas:
dan
KRK asli untuk replanning atau revisi KRX.

Jangka waktu penerbitan KRK setelah dekumen
lengkap adalah sebagai berikut :

a. 5 (lima) hari kerja untuk luasan kurang S00
m?,

i

d

e.

f.
a

h.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

b. 7 (tujuh) hari kerja untuk luasan diantara 5600
m? s/d 1000 m?, dan

c. 10 (sepuluh) hari kerja untuk luasan “diatas
1000 m? sejak tanda bukti permchonran
diterbitkan.

Pasal 23

KRK dapat dimohonkan perubahan «“p»abila
terdapat rencana perubahan penggunaan
bangunan, Intensitas bangunan, Informasi lain
yang bersifat teknis didalam KRK, dasm/atau
mengubah perencanaan dalam lampiran gambar
terhadap lahan yang pernah diterbitkan KRK
sebelumnya.
Perubahan KRK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara mencabii K2K
yang lama dan menerbitkan KRK yang baru

Perubahan KRK terbatas pada perubahan data
nama, alamat pemohon, alamat versil,
dan/atau kesalahan redaksional lkunnya,
dilakukan dengan menerbitkan Surat Kete-angan
Perubahan yang menjadi satu kesatuan dngan
KRK yang telah diterbitkan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Perizinan/persetujuan yang telah diterbitkan
Pemerintah dapat ditinjau kembali apabila tidak
sesuai dengan dengan RTRW Daerah.

KRK dalam Peraturan Walikota ini berpec.oman
kepada RTRW Propinsi dan RTRW Batam Bintan
Karimun dan RTRW Daerah.

Perizinan/persetujuan dokumen yang telah
diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan
Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sesuai
dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam
perizinan/ persetujuan dokumen dimaksud.

Proses daftar ulang/perpanjangan atau sebutan
lainnya terhadap perizinan/ persetujuan dckumen
yang telah diterbitkan sebelum berl:ikunya
Peraturan Walikota ini tetap dapat cilaksanzkan.

Persetujuan atas proses dafrar
ulang/perpanjangan atau sebutan .ainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap
perizinan/persetujuan dokumen yang belum
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Walikota ini, wajib disesuaikan dengan kelentuan
Peraturan Walikota ini paling lama 2 (dua: tahun
sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini cengan

penempatannya dalam Berita Dacrah.

Ditetapkan di Batarr
pada tanggal 21 4pott 2C:7

WALIKOTA BATAM

Pa 27DriCc
7

MUHAMMAD RUDI

5

Diund angkan di Batam
pada tanggal 21 4pnw 2017
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BAB Vii
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerirtahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini cengan
penempatannya dalam Berita Dacrah.a

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2! Apr” 2)17

TA BATAM

AD RUDI

WALIK
TA 2

A

MUHA

Diundangkan di Batam
pada tanggal 21 Apn 2017
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